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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR = TAHUN 2007 i

TENTANG

FPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABURPATEN BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUMAS

Menimbang ta. bahwa dengan telah ditetapkarnya Peraturan Permerincah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Pemerintah Republik Irdenesa Momor 24 Tahun 2004
lertang Kecudukan Protokoler dan Keuangan Fimpinan dan
Anggata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan
Dacrah Kabugater Banyumas Nomor 34 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangar Dewan Perwakilan
Rakyat Deerah Kabupaten Banyumas, sebagaimana felah
diubah dergan Peraturan Dzerah Kabupaten Barvumas
Nemor 11 Tahun 2005, parlu disesuaikan;

b bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, periu
manetapkan Peraturan Cacrah Kabupaten Baryumas tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Banyumas “Momor 34 Tahun 2004 tantang Kedudukan



Mengingat

[

Frotokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupaten Sanyumas,

Undang-Undang Nomor 13  Tahun 1950 tantang
Pembertukan Daerah-daerah Kzbupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tergah:

Undang-Undang Momeor 8 Tahun 1087 tentang Protokol
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tab'in 1987 Nomor
43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3383) ;

Urdang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia Tahun 2003
Nomor 47, Tameahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Momor 4236) ;

Undang-Undang Memor 22 Tahun 2003 tentang Susunan
dan  Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Ferwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomer 92, Tambzhan
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4310 ¢

Undang-Undang MNaomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran MNegars Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomeor 5, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4356) |

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembertukan Paraturan Perundang-JUrdengar (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 MNomor 53,
Tembahan Lembaran Negzara Republik Indonesia Nomar
4388) ;

Undang-Undang MNomer 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repuslik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 123, Tambahen Lembzran Negara
Republik_Indonesia Momor 4437) sezagaimana telah diubah



dengan Feraturarn Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Momor 3 Tahun 2005 tentang Pcrutahan Atas Undeng-
Jndang MNomor 32 Tahun 2004 tertang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005
Nomer 38, Tambahan Lembtaran Negara Republik Indoresia
Momor 4493) yang telah ditatapkan menjadi Undarg-Undang
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lambaran
Megara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 108,
Tambahan Lembaran Megare Reputlik Indonesia Nomor
4548) ;

Undang-Undang MNomer 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pamerintah Pusat Dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Inconesia
Tahun 2004 Momor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonasia Nomor 4438)

. Peraturan Pemerntah MNomor 62 Tahun 1990 tentang

Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata
Upacara dan Tata Penghormatan [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 199C Nomer 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3432) |

10.Peraturan Pemerintah MNemeor 25 Tahun 2000 tentang

Tl

Kewanangan Pemarintah dan Kewenargan Propinsi Sebagal
Daerah Otonom (Lembaran Negara Republk Indonesia
Tanun 2000 Nemor 54, Tambzhan Lembararn Negare
Republik Indonesia Nomor 3E52) .

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Penpgawasan Fenyelanggaraan
Pemerintahan Caerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 185, Tambahan Lembaran MNeagara
Aepubiik Indenesia Nomes 4593)

12 Paraturan Pemerintah Momor 24 Tahun Z20C4 tentang

Kedudukan Protokaler Dan Keuangan Pimpinan dan Anggota



Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 80 , Tambahan
Lembaran MNegara Ropublik Indonesia Nomor 4416 1,
sebegaimana telah diubzh beberapa kali, terakhir dengan
Feraturan Pemerintab Momor 21 Tahun 2007 tentang
Ferubahan Ketiga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 24 Tahun 2004 tentarg Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwekilan Rakyat
Dagrah (Lembaran Negara Repubik Indenesia Tahun 2007

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712) .

13.Peraturan  Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Pedoman Penyusunan Persturan Tata Terlib Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indanesia Republik Indonesia Tahun 2004 Momor 91 .
Tambehan Lembaran Negara Republik Ihdonesia Nomor
4417 ) .

14 Peraturan Pemerintah  Momor 58 Tahun 2005 terfang
Pengelolagn Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tembahan |embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578):

13. Paraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun
2004 tentang Kedudukan Pretokoler dan Keuangan Fimpinan
gan Anggota Dewan Perwakilan Rakyar Daerah Kabupatan
Banyumas [Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nemor
28 Ser E), sebagaimana telah diubah dengan Psraturan
Deerah Kabupaten Barnyumas MNomor -1 Tahurn 2005
tenfang Perubahan Alas Peraturan Daeran Kabupaton
Banyumas Nomor 34 Tahurn 2004 tentang Kedudukan
Srotokolar dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Dasrah Kabupsten Banyumas (Lembaran
Daerah Kabugzaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Seri E),



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN BANYUMAS

Menetapkan

dan
BUFATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS,

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerak Kabupaten Baryumas Momor 34
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyal Daerah Kabupatan Banyumas (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2004 Momor 28 Seri E), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Namer 11 Tahun 2005 { Lembaran
Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2005 Nomor 8 Serl E). diubah sebagai berikut :

. Diantara angka 21 dan angka 22 Pasal * disisipkan ? (dua) angka yakni
angka 21a dar angka 21b, s2hingga berbunyi sebagai Serikut

21a. Tunjangan Komunikasi 'ntensif adzlah wang yang dibarikan kopada
Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dzalam rargka mendorong
ceningkatan kinerja dalam Pimpinan dan Arggota DPRD

210. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang
disediakan btagi Fimpinan DPRD setiap bulen urtuk menunjang
kegiatan operasiornal yang berkaitan dengan representasi, pelavanan.

dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan
DPRD sehari-hari,



2 Ketentuan Pasal 1 angka 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai beriku? -

22. Tunjangan Kesejshtzraan adalat tunjangan yang disediakan berupa
pemberian jaminan pemeliharaan kessheztan, pakaian dinas kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD. penyadian rumah jabatan Pimpinan
DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas Jabatan Pimpinan DPRD,
serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.

3.Ketentuan Pasal 10 giubah, schingga cerbunyi sebagai berikut ;
“"Pasal 10"

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas -
a. Uang Representasi:

o

Tunjangan Keluarga:
Tunjangan Beras:

Uang Paket:

Tunjangan Jabatan:

Tunjangan Fanitie Musyawarah:
Tunjangan Komisl:

T a ™o a n

Tunjangan Panitia Anggarar;
Tunjangan Badan Kekarmatan: dan
Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya

. 2l

4, Dlantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 2 (dua) Pasal. vakni Paszal 104
dan 10 B yang berbuny sebagai berikut -

“Pasal 10 A"

(1) Salain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 10, kepada
Pimpinan dan Anggota CPRD diberkan penerimaan  lain  berupa
Tun;‘angal-'l Komunikasi Intansif.

{2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggeota DPRLC dengan
mempertimbangkan kemampuan ksuengan Zaerah

(3) Kemampuan keuangan daerah sabagaimana dimaksud pada ayat (2)

terdiri Jarl 3 (tiga) kriteria yaitu:



a. Tinggi
b, Sedang. dan
c. FRendar

Fasal10 B
(1) Penentuan kelompok kemampuan daerah sebagzimana dimaksud
dalam Pasal 10 A ayat (3) dihitung dengan menggunakan formula
kemampuan keuangan daarak sama dengan pendapatar umum daerah
dikurangi belanja Pegawal Negeri Sigil Daerah (PNSD)
Pendapatarn umum daerah scbagaimana dimaksud padz ayat (1) terdiri

atas pendapetan asli daerah ditamban dana bagi hasil dan dara alokasi
LUmum.

-
Pl
[ —

(3) Belanja PNSD sabagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pajl
gan tunjangan Pegawai Negeri § pil Daerah yang meliputi gali pokok,
iunjangan keluarga tunjangan jabatan, turjangan beras, dan iunjangan
pajak penghasilen PPh Pasal 21.

Fasal 10 C
(1) Data yang digunakan sabagal dasar penghitungan kemampuan daerah
sebaga'mane dimaksud dalam Paszl 13 E adalah data Anggaran
Pendspatan dan Belanja Diaerzh (APBD) Induk tahun anggaran
berjalan/berkenaan.
(2} Penghitungan kemampuan keuangan deerah sebagaimana dimaksud
pada avat (1) dilekukan oleq Tim Arggaran Pemerintah Daerzh.

Pasal 10 D

Fengelempokan kemampuan keuangan daerah sebagaimara dimaksud

dalam Pasal 10 A avat (3) diatur sebagai berikut -

(1) di atas Rp 400.000.000 000.0C (empat  ratus  milyar  rupiah)
dikelampokan pada kemamzuan keuangan daeran tinggl

(2) antara Rp 200.000.C00 000,00 (dua ratus milyar rugiah) sampai dengan
Rp 400.000.000 000,00 (empat ratus milyar rupiah) dikelompokan pada
kemamouan keuangan daarak sadang.dan

(3) di bawah Rp 200.000.00C.000.00 (dua ratus milyar rupiah)
dikelompokan pada kemampuan keuangan daerah rendah.



(2)

Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras cebagaimana dimaksud
paca ayat (1), besarnya sama dengan kelentuan yang barlaku pada
Fegawa Negeri Sipil.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, schingga barbuny sebagai barikut

(3]

(4]

Fasal 15

Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPREC atas
penghasilan sebagaimana dimaksud calam Pasal 10 dibebankan pada
APBD Kabupater Banyumas.

Pejak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggola DPRD atas
penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 dibabankan
kepada vang barsangkutan sesvai dergan ketentuan peraturan
perundang-undangan

8. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 Bagian Kedua disisipkar 1 (satu) pasal
bagian, yakni Baglan Kedua A. dan Ketertuan Pasal 22 Bagiar Kedua
diubah, sehingga berburyi sebagal berikut -

(1)

(2)

Bagian Kadua A
Uang Duka dan Bantuzan
Pergurusan Jenazah

Pasal 22

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD maninggal cun'a tidak dalam
menjalankan tugas kepada anli wa*is diberikan uang duka sebesar 2
(dua) kali Ua~g Rrepresantasi,

Daiam hal Pimpinan ateu Anggota DPRD meningga' dunia dalam
menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikar Lang duka scbesar 6
(enam) kall uang represontasi.

Selain uang duka sebagaimana dimoksud pada ayat () dan ayal (2),
kepada anli waris diberikan bantuar pengurusan jenazah



Pasal10E

(1) Dalam ha' kemampuan keuangan daerah tinggi sebagaimara dimaksud
pada Pasal 10 D huruf a, Tunjangan Komunikas: Intensif bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (liga) kali uang
representacsi Ketua DPRD.

(2} Dalam hal kemampran keuangan caerah sedang sebagaimana
d'maksud pada Pasal 10 D huruf b, Tunjangan Kemurikas Intensif bagi
Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 2 (dua)
kall uang representas Kelua DPRD,

(1) Dalam hal kemampuar keuangan daerah rendah scbagamana
dimaksud pada Pasal 10 D nuruf ¢ Tunjargan Komunikasi Intensif bag!
Pimginan dan Arggata DPROC diberikan paling banyak 1 (satu) kall
uang representas: “etua DPRD.

Pasal 10 F
Tunjangan Kemurikas Intensif sebagjaimana dimaksud dalam Pasal 10 E
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Jaruar 2007,

. Ketentuan Pasal 11 ayat (5) dihapus. sehingga Pasal *1 erbunyi sebagai
berikut |

"Pasal 11"

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Jang Reprasentas

(2] Uang Representasi Ketua DPRD satara dengan gall pekok Bupati.

(3) Ueng Reprasantas| Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % {delapan pulun
perseratus) dari Uang Rapresentasi Ketua DPRD

(4) Uang Representasi Anggota DPRD setesar 75 o {tuub puluh lima
perseratus) darn Uang Representasi Kelua DPRD.

. Di antara Fasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 114
yang berbunyi sebagai berikul |

Pesal 114

(*) Pimpinan dan A&nggota DP3D dberkan Tunjangan Keluarga dan
Tunjangan Beras



9. Diantarz Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 (2nam) Pasal Laru, yakni Pasal

24 A Pasal 24 B, Pasal 24 C, Pasal 24 D. Pasal 24 E dan Pasal 24 F
sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 24 A

Selain belanja penurjang keg atan sebagaimana dimaksud calam Pasal 24,
kepaca Pimpinan DPRD ‘disadialan Belanja Peanunjang Operasional
Pimpinan setiap bulan dangan mempertimbangkar kemampuan keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 A ayat (2

Pasal 24 B

(1) Dalam hal kemampuan keuangar daerah tingai. belanja penurjang
operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasa|l 24 A,
disediakan paling tanyak B (emam) kali uang representasi Ketua
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang reprrsentas) seluruh
Wakil Ketuz DPRD.

(2) Dalam hal kemampuan keuangan daerat sedang, Belanja Penunjang
Operasicnal Pimpinan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 4 (empat) kal uang recresentasi Ketua
CPFRD ditambah 2 % (dua seperdua) kali jumlah uang representasi
saluruh Wakil Ketua DPRD

(3} Dalam ha xemempuan Keuangan daerah rendak. Belanja Penunjang
Operasional Pimpinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A,

disediakan paling banyak 2 (dua} kali uang representasi Ke‘ua DPFRD

ditambah 1 % (satu seperoua] kall jumlah uarg rezresentasi seluruk

Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C
Belanja Penunjang Cperasional Pimpinar DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 A, disediakar mulai tanggal 1 bulan berikutnya setalah
Paraturan Casrah ini ditetapkan



9. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 6 {=nam) asal baru, yakni Pasal
24 A, Pasal 24 3, Pasal 24 C, Pasal 24 D. Pasal 24 E dar Pasal 24 F
sehingga berbuny! sabagai berikut |

FPasal 24 A

Selain belanja penunjang kegiztan scbagaimzna dimaksud dalam Pasal 24,
kepada Fimpinan DPRD disediakan Belanje Penurjang Operasional

Pimpinan setap bulan dengan mempertimbangkan kemamguzn keuangan
daerah sebagaimana dimaksud dalam Fasal 14 A ayat (2).

(1)

(2)

(3)

Pasal 24 B

Calam hal kemampuan keuargan daerah tinggi, belanja penunjang
operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 24 A,
discdiakan paling barnyak 8 (enam) kali uang representasi Ketua
DPRD ditambah 4 (empat) kali jumiah uang reprasentasi seluruh
Wakil Ketuz DPRD.

Delam hal kemampuan keuangan daerah sedang. Belanja Penunjang
Operasicnal Pimpnan sebagaimana d maksud delam Pasal 24 A
disediakan paling banyak 4 (empat] kal| usng represantasi Ketug
DPRD ditambah 2 % (dua sepersual kall lumlak Lang representas
seluruh Wakil Ketua DPRD.

Dalam hal kemampuan keuangar caerah rendah, Balanja Penunjang
Operasionzl Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 A,
disediakan paling banyak 2 (dua) kall uang representasi Ketua DPRD
ditambah 1 % (satu sapeidua) kali jumlan uang representasi seluruh
Wakil Ketua DPRD.

Pasal 24 C

Belanja Penunjang Cperasioral Pimpinan DPRD sebzgaimana dimaksud

dalam Pasal 24 A, disediakan mulai tanggal 1 bulan barikutnya setalah
Paraturan Caerah in| ditetapkan



10.

Pasal 24 D
Ferggunaan Belanja Penunjang Operasicnal Pimpinan sebegaimana
dimaksud calam Pasal 24A bercasarkan pertimbangan kebijakar Pimpinan
DPRD dengan memperhatikan asas meanfaat dan efisiensi dalam
mendukung kelancaran pelaksanzan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari
dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal Z4 E

Resaran Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan-Anggota DPRD
sebegaimane dimazksud dalam Pasal 10 A dan Belanja Penunjang

Operaslonal Pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud Pasal 24 A ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

Ketentuan Pasal 25 diubah, sehirgga pasal 25 berbunyi sebagai berikut

Pasal 25

(1) Sekretaris DFRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD vang
terciri atas peanghasilan, panerimaan lain, tunjangan PFh Pasal 21 gan
tunjangan kescjahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang
diformulasixan ke dalam Rencana Xerja dan Anggaran Satuzn Kerja
Perangkat Daerah (RKA.-SKPD) Sckretariat DPRD,

(2) Belanja Fimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1C, Pacsal 10A, Pasal 20, Pasal 22, dan Pasal 23 dianggarkan
dalam pos DPRD,

(3) Belanja Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam
Fasal 24 A dianggerken dalam pos Sekretariat DPRD.

(4) Tunjangan Kesejzhtcraan Pimpiran dan Anggota DPRD szbegaimana
dimaksud dalam Paszl 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 2°, sersa
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimzksud dalam
Fasal 24 ayat (Z2). dianggerken calam pos GSekretariat OPRD yang
diuraikan ka Jalam |enis belanja sebagai berizus
a. Belanjz Pegawai;

b. Belanje Barang dan Jasa:
¢. Bealanjz Modal.



(3) Sekretaris CPRLC, mengelola belanja DPRD sesual dengan ketentuan
peraturan parundang-undangan

Pasal ll
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,

Agar setap orang mengetahuinya. memerintahkan pengundangan Peraluran
Daarah inf dengan penempatannya calam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumeas

Ditetapkan di Purwokerto
cada tanggal 7 £ pay 2007

Diundangkan di
Pada Tangpal ...

P

“_ A'EL.n.thFHH KARLIPATEN DANYLIMAS NOMOR L.
SFH

SEKREHLRH ﬂﬂ. FF A l-! il-. ABLPATEN
BANYURIAS

SINGGIH VIR NTG ST
TP« 460 605 1%
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 0. TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 34 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
HEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EANYUMAS

PENJELASAN UMUM

Peraturen Daerah ini  dimaksudkan untuk mengubah beberapa
ketentuan dalam Peraturan Daerak Kabupater Benyumas Nomor 34 Tehun 2004,
fentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Cewan
FPerwakilan Rakyat Dasrah H;bupﬂtan Banvumas. sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Caerah Xabupaten Banyumas Nomor 11 Tahun 2005, un‘uk
disesuaikan dengan Persturan Pemerintah Nomar 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturarn Pamerintah Nemor 24 Tahur 2004 tentang
Keduduken Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dewen Perwakilan Rakyat Dasrah
dan Feraturan Mentsri Dalam Negeri MNomer 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan  Kemamguan Keuesngar Dasrah, Penganggaran dan
pertanggungjewaban Penggunaan-ponggunaan Belanja Penunjang Orperasiona!
Pimgiran DPRD serta Tata Carz Pergembaalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Cpcrasional

Perubahan tersebut juga dalam rangka mendorong peningkatan Kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Dzerah Kabupaten Banyumas dan menciptakan kandisl
sosial ekonumi yang baik dan seimbang

Selain penerimaan penghasian yang selama ini diterima oleh Pimpinan
dan Anggota DPRD, dalam Peraturan Dzerah ini menetapkan pemberian
Tunjangan Kemunkasi Intensif setiap bulan yarg digunakan untuk kegiatan
menarrpung dan menjaring aspirasi masyarakat. Khusus kepada Pimpinan



L

DPRD. secara kolektil disadiakan Balan;a Penunjang Operasionz! Pimpinan setiap
bulan guna menunjang kelanzarar pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD,

Pembarian turjengan Komunikasi Intensit bagi Pimpinan dan Anggota
OPRD serta Dana Operasional bagi Pimpinan DFRD memgetimbangkan
kemampuan keuangan daerah yang dikelompokian dalam 3 (tiga) kelompek,
yakni daeran dengan kemampuan keuangan daerah tinggi, sesang dar rendah,
Selain itu penyedizan Belanja Penunjang Operasicnal Pimpinan  DPRD
mempertimbangkan prinsip kesotaraan,

Prinsip kesataraan dicerminkar dari adanya kesetaraan antsra Bupaty
Wakil Bupati dengan Pimpiran DPRD yang masirg-masing mempersizh dana
operasiznal. Sejaan dengan itu penggunaan Belanja Penunjang Orerasiong!
Pimginan DPRD didasarkan atzs pertimeangan Pimpinan DPRD dengan
mempertimbangkan azes manfzal dan efisiensi calam rangka mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk
kegentingan pribadi
PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Angka21adan21b

Cukup jelas
Pasal 1
Angka 22

Cuktp jelas
Sasal 10

Cukup jalas
Fasal10Asd 1ICF

Cukup jelas
Pasal 11

Cukup [elas
Pasal 114

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pesal 22

Cukup jelas



Pasal 24 A

Yang dimaksud dengan "disediakan” adalah penyedizar anggaran dalam pos

Sekretariat DPRL yang nanya cacat digunakan apabila diperl akan urtuk
kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan ticak untuk
kegerluan pribadi,
Pasal 24 Bsd Pasal 24 E

Cukup jelas
Pasal 25

Cukup jelas

Pasal Il
Cukup jelas.

15



